
 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  

NOMOR 8 TAHUN 2009 
 

TENTANG 
 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 22 
TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN EMISI GAS BUANG 
INJECTION PUMP DAN NOZZLE PADA KENDARAAN BERMOTOR DIESEL           

DI KABUPATEN MAGELANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2006 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG 
NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN EMISI GAS 

BUANG INJECTION PUMP DAN NOZZLE PADA KENDARAAN                     
BERMOTOR DIESEL  DI KABUPATEN MAGELANG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI MAGELANG, 

 

Menimbang :  a.  bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22 Tahun 
2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Emisi Gas Buang Injection 
Pump dan Nozzle pada Kendaraan Bermotor Diesel di Kabupaten 
Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22 Tahun 2001 
tentang Retribusi Pemeriksaan Emisi Gas Buang Injection Pump 
dan Nozzle pada Kendaraan Bermotor Diesel Di Kabupaten 
Magelang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sehingga perlu dicabut; 

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah.  
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950  tentang Pembentukan 
Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  

  2.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 
34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). 



 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389 ); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan Dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004           
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 

10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5025); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan 
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang  dari Wilayah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di 
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan 
(Lembaran Negara  Tahun 1983 Nomor 37, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3293); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan 
dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3530); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 
4139); 



 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
Undangan;  

18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2001 
tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten 
Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 
Nomor 17 Seri E Nomor 9) Sebagaimana Telah Beberapa Kali 
Diubah Terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Magelang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2001 
tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten 
Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 
Nomor 16 Seri C Nomor 3); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 
tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran 
Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7). 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG 

dan 

BUPATI MAGELANG 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 22 
TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN EMISI 
GAS BUANG INJECTION PUMP DAN NOZZLE PADA 
KENDARAAN BERMOTOR DIESEL DI KABUPATEN 
MAGELANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 9 
TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 22 TAHUN 2001 
TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN EMISI GAS BUANG 
INJECTION PUMP DAN NOZZLE PADA KENDARAAN 
BERMOTOR DIESEL DI KABUPATEN MAGELANG. 

  
 



 

Pasal 1 
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Pemeriksaan Emisi Gas Buang Injection Pump dan Nozzle pada Kendaraan Bermotor 
Diesel di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 
Nomor 71 Seri D Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Magelang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Emisi Gas 
Buang Injection Pump dan Nozzle pada Kendaraan Bermotor Diesel Di Kabupaten 
Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 18 Seri C Nomor 
4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 2 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang. 
 

    
 Ditetapkan di Kota Mungkid 
 pada tanggal 21 Agustus 2009 
 
 BUPATI MAGELANG, 
 

 
 
SINGGIH SANYOTO 

Diundangkan di Kota Mungkid 
pada tanggal 21 Agustus 2009 
 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG 
                                INSPEKTUR, 
 
 
 
                                    UTOYO 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 8 



PENJELASAN  
ATAS 

 
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG 

NOMOR        TAHUN  2009 
 

TENTANG 
 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 22 TAHUN 2001 
TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN EMISI GAS BUANG INJECTION PUMP DAN NOZZLE 

PADA KENDARAAN BERMOTOR DIESEL DI KABUPATEN MAGELANG SEBAGAIMANA 
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 9 

TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
MAGELANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN EMISI GAS 

BUANG INJECTION PUMP DAN NOZZLE PADA KENDARAAN BERMOTOR DIESEL DI 
KABUPATEN MAGELANG 

 
. 

I. PENJELASAN UMUM  
 

Uji emisi gas merupakan bagian dari pengujian berkala kendaraan bermotor 
yang berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi 
dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian 
Berkala Kendaraan Bermotor. Uji emisi gas buang dilakukan apabila dalam 
pengujian kendaraan bermotor ditemukan emisi gas buangnya melebihi ambang 
batas yang dipersyaratkan. Dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Emisi Gas Buang Injection 
Pump dan Nozzle pada Kendaraan Bermotor Diesel di Kabupaten Magelang 
disebutkan bahwa sebelum dilaksanakan uji, setiap kendaraan bermotor wajib 
melakukan pemeriksaan Emisi Gas Buang Injection Pump dan Nozzle ke Bengkel 
kantor Perhubungan.  

 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Peraturan Daerah Kabupaten 

Magelang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Emisi Gas Buang 
Injection Pump dan Nozzle pada Kendaraan Bermotor Diesel di Kabupaten Magelang 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, untuk itu  
perlu dilakukan pencabutan terhadap peraturan daerah tersebut. 

 
 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL  
 

Pasal 1 : Cukup jelas 
Pasal 2 : Cukup jelas 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
 
 

 


